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PUTUSAN
Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Sel.

ol Gam ) el oy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :
Dina Mariah binti Amaq Julai, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kubur Belo, RT.20 RW.00, Kelurahan Kelayu Jorong,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai Penggugat;
melawan

Samsul Hadi bin Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan buruh tani, semula bertempat tinggal di
Lingkok  Dudu, Lingkungan Pancoran Manis,
Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09

Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor: 0178/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 16 Januari 2014 di Lingkok Dudu, Lingkungan Pancoran
Manis, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur ,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/111/2014
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lbuhan Haiji,
kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Lingkok Dudu, Lingkungan Pancoran Manis, Kelurahan Suryawangi,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
Hadifa Deswita Marlina, perempuan, umur 3 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan :

a. Tergugat diketahui sering minum-minuman keras dan jarang
menjalankan ibadah sholat 5 waktu;

b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang
hingga larut malam;

C. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Ilahir
Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya
pada tanggal 20 Januari 2018, yang berakibat Penggugat diserahkan ke
orang tua Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Samsul Hadi bin Hasan)
terhadap Penggugat (Dina Mariah binti Amaqg Julai);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun
menurut relaas Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Sel. 19 Februari 2018 dan tanggal
01 Maret 2018 serta tanggal 02 April 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan
patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau
berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan
Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.
5203075905930003, vyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22
Oktober 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/111/2014, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haiji,
Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 03 Maret 2014, sesuai aslinya dan
telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan
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saksi-saksi sebagai berikut :
1. Samsul Bahri bin Amag Julai, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Kubur Belo, Kelurahan Kelayu Jorong,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dina Mariah binti Amaq
Julai;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Hadi bin Hasan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Lingkok Dudu,
Lingkungan Pancoran Manis, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 1 orang
anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Maret 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui sering minum-
minuman keras dan jarang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan
Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga
larut malam, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah
menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Daiyah binti Amaqg Julai, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
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bertempat tinggal di Kubur Belo, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur;, dihadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dina Mariah binti Amaq
Julai;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Hadi bin Hasan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Lingkok Dudu,
Lingkungan Pancoran Manis, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak
bernama Hadifa Deswita Marlina;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak
bulan Maret 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui sering
minum-minuman keras dan jarang menjalankan ibadah sholat 5 waktu
dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang
hingga larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah
lahir Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan
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selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada
hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah
mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi
kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil
ke alamat sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat, nhamun ternyata Tergugat
telah pergi dan tidak diketahui alamatnya. Dan Pengadilan telah memanggil
Tergugat sesuai dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres
Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan
tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut
hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg
gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk  mendukung dalil  gugatannya,
Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Buku Kutipan
Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang
keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian
antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut
dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana
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diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti
Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke
Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang -undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat
dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal
standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan
hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan
cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan
pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis
Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak bulan Maret 2014 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan jarang menjalankan
ibadah sholat 5 waktu, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas
dan pulang hingga larut malam, Tergugat juga tidak bertanggung jawab
terhadap nafkah lahir Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja.
Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2018, yang
berakibat Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu,
antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
Dan selama mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat. Bahwa pihak keluarga telah berupaya
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mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri,
dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya konflik
rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun
upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada
pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan
perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah
mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah
pisah tempat tinggal cukup lama . Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian
rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan
mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang
dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada
mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai
dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan kaidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

¢ 53 aawlaoll prdo cal> e allasll
Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah
mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di
persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Samsul Hadi bin Hasan)
terhadap Penggugat (Dina Mariah binti Amaq Julai);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin,
S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H.
Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.Il. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H. Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.H.,M.S.l. Panitera Pengganti

H. Sarbini, S.Ag.
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Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
4. Biaya Administrasi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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